Dasar Hukum

Laporan Keuangan Tahunan
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013
tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah
Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun
Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor :
90/PMMK.06/2014;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
Peraturan  Sekretaris Mahkamah  Agung  Nomor
003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Republik
Indonesia dan Badan Peradlan yang berada di bawahnya;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman
Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
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A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bengkayang

1.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang
Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Rencana
Strategis Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2015-2019
adalah menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan
dengan indikator tujuan, sasaran dengan indikator sasaran
dan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-
2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bengkayang

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan,
Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan visi sebagai
berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
YANG AGUNG”
Misi Pengadilan Agama Bengkayang yaitu:
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan
Peradilan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut
Pengadilan Agama Bengkayang melakukan beberapa
langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Peningkatan Kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam
meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel
dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan
dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian
perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan
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untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur

peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk

mendukung kebijakan strategi peningkatan kinerja yaitu:

o Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme
promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi

o Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini
disebutkan untuk menjamin berjalannya proses
penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi
rasa keadilan masyarakat.

) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP)
sesuai bidangnya.

. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan
prasarana dan teknologi informasi yang memadai
untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan  publik, diperlukan kebijakan  yang
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

¢ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan.

e Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban
penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.

¢ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

e Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi
informasi untuk pelayanan publik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem
Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
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A.4.

A.5.
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posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian
Negara/Lembaga.

SAl terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIl dirancang untuk
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan
SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset
tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca
dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya.

Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah
basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang
yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan

menggunakan nilai perolehan historis.
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Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber
daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang
asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata

uang rupiah.
Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun
2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,
dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor

Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut:
(1.) Pendapatan LRA

° Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Negara yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

° Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
pada Kas Umum Negara (KUN).

° Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
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(2.)

(3.)
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berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah  dikompensasikan dengan
pengeluaran).
o Pendapatan-LRA disajikan menurut Kklasifikasi

sumber pendapatan.

Pendapatan LO

o Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali.

o Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak
atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

o Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah  dikompensasikan dengan
pengeluaran).

o Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.
Belanja

o Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

o Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas
dari KUN.

o Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
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(4.)

(5)
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pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan  ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
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pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya

alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan

kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat

diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi,

Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas
yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan
menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca
dengan menggunakan kurs tengah Bl pada
tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut
nilai yang timbul berdasarkan hak yang
telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang
diharapkan diterima  pengembaliannya
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan disajikan sebagai
Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh
tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar
TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam
bentuk barang atau perlengkapan yang
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dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.

e Persediaan dicatat di neraca berdasarkan
hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca
dikalikan dengan:

e harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;

e harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;

= harga wajar atau estimasi nilai
penjualannya apabila diperoleh dengan

cara lainnya.
Aset Tetap

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud
yang dimanfaatkan oleh  pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun.

e Aset tetap dilaporkan pada neraca
berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai
satuan minimum kapitalisasi sebagai
berikut:

» Pengeluaran untuk per satuan peralatan
dan mesin dan peralatan olah raga yang
nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

» Pengeluaran untuk gedung dan bangunan
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yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

» Pengeluaran yang tidak tercakup dalam
batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut
di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah,
jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

e Piutang Jangka Panjang adalah piutang
yang akan jatuh tempo atau akan
direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak
tanggal pelaporan. Termasuk dalam
Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan
Penjualan  Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari
satu tahun.

e TPA menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah
secara angsuran kepada pegawai
pemerintah yang dinilai sebesar nilai
nominal dari kontrak/berita acara penjualan
aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo
tagihan penjualan angsuran.

e TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada
bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan hukum mengakibatkan kerugian
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Negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri atau bukan
pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh negara
sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan yang
melanggar hukum vyang dilakukan oleh
pegawai tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain
aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka
panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya
adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-
lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk
hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi Aset Tak Berwujud dengan
masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas Aset Tak Berwujud dengan
masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan
amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015

tentang Masa Manfaat Dalam Rangka
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Amortisasi Barang Milik Negara berupa
Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah
Pusat. Secara umum tabel masa manfaat

adalah sebagai berikut:

Software Komputer 4
Lisensi S 10
Franchise a 5
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.l 70
Hak Paten \yederhana 10
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.Li 50
Hak Cipta P:(arya Seni Terapan 25
Hak Ekonomi Pelaku 50
Hak Ekonomi Produser 50
Hak Ekonomi Lembaga 20
Paten Biash 20
Merek t 10
Desain Industri 10
Rahasia Dagang 10
Desain Tata Letak Sirkuit 10
Perlindungan Varietas 20
Perlindungan Varietas 25

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
yang dihentikan dari penggunaan

operasional pemerintah.
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(6.) Kewajiban

e Kewajiban adalah utang yang timbul dari
peristiwva masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah  diklasifikasikan
kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.

o Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi
Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang, dan Utang Jangka
Pendek Lainnya.

o Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan  sebagai
kewajiban  jangka panjang  jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh
tempo dalam waktu lebih dari dua belas
bulan setelah tanggal pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal,
yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah
pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.
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(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih
antara aset dengan kewajiban dalam satu
periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas

disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

o Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah
cadangan yang harus dibentuk sebesar
persentase tertentu dari piutang
berdasarkan penggolongan kualitas
piutang. Penilaian  kualitas  piutang
dilakukan dengan mempertimbangkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang
dilakukan pemerintah.

o Kualitas piutang didasarkan pada kondisi
masing-masing piutang pada tanggal
pelaporan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor:
69/PMK.06/2014  tentang  Penentuan
Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada
Kementerian Negara/Lembaga dan

Bendahara Umum Negara.
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Tabel Penggolongan Kualitas Piutang

Lancar Belum dilakukan pelunasan 0.5%

s.d. tanggal jatuh tempo

Kurang Satu bulan terhitung sejak 10%
Lancar tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan

pelunasan
Diragukan Satu bulan terhitung sejak 50%

tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan
Macet 1. Satu bulan terhitung 100%
sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak
dilakukan pelunasan

2. Piutang telah diserahkan
kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN

(9.) Penyusutan Aset Tetap

e Penyusutan aset tetap adalah
penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari
suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan
aset tetap didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013
sebagaimana diubah dengan PMK No.
90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap

Pada Entitas Pemerintah Pusat.
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Penyusutan aset tetap tidak dilakukan

terhadap:

% Tanah

% Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

% Aset Tetap yang dinyatakan hilang
berdasarkan dokumen sumber sah atau
dalam kondisi rusak berat dan/atau
usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan

Aset Tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya

nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu
dengan mengalokasikan nilai yang dapat
disusutkan dari Aset Tetap secara merata

setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri
Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam
Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel

masa manfaat adalah sebagai berikut:
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Tabel Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan 10 s.d. 50
Bangunan tahun

Jalan, Irigasi dan 5s.d. 40
Jaringan tahun

Aset Tetap Lainnya 4 tahun

(Alat musik modern)

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual
Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah
mengimplementasikan  akuntansi  berbasis
akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Implementasi tersebut memberikan pengaruh
pada beberapa hal dalam penyajian laporan
keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana
pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis
cash toward accrual direklasifikasi menjadi
ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis
akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-
akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya
dalam Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini
diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian
akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai
dilaksanakan tahun 2015.
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, tidak ada revisi DIPA pada Pengadilan
Agama Bengkayang, adapun sumber pendapatan dan jenis belanja

antara lain:

Tahun 2020
Anggaran

Uraian

Pendapatan
Pendapatan Lain-lain -
Jumlah Pendapatan -
Belanja
Belanja Pegawai -
Belanja Barang 34,900,000
Belanja Modal -
Jumlah Belanja 34,900,000

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31
Desember 2020 adalah sebesar Rp15.834.500,00 dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

2020

Kode Uraian Estimasi

. o
P Realisasi %

Pendapatan Uang Meja
425232 |(Leges) dan Upah pada - 710,000.00 0.00
Panitera Badan Peradilan

Pendapatan Ongkos

425233 5,370,000.00 0.00
Perkara
425239 |Pendapatan Kejaksaan dan 9,328,500.00 0.00
Peradilan Lainnya
425764 |Pendapatan Jasa Lembaga 426,000.00 0.00
Keuangan (Jasa Giro)
Jumlah Pendapatan Bruto - 15,834,500.00 0.00

Pengembalian
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Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31
Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp214.300,00 atau
1,41 persen dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2019. Hal
ini dikarenakan pihak yang mengambil salinan putusan/penetapan
lebih sedikit dibanding tahun 2020 sebagai akibat dari menurunnya
jumlah perkara permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama
Bengkayang tahun 2020.
Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan TA 2019
disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

KODE Uraian TA2N TA219 Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Uang Meja

D5B) Leges) dan Upeh paca 71000000 146500000 (75500000 (5154)
Panitera Badan Peradflan

5233 Pendapatan Onghos Perkara 5,370,000.00 407000000 1,300,000.00 3194
Pendapatan Kejaksaan d

gy [ AN 485000 65920000 307000 i
Peradilan Lainnya
Pendapatan Jasa Lemb

I e 260000 - 260000
Keuangan (1asa Giro)

Jumlzh Pendapatan Netto 15,834,500.00 15,194,20000 64030000 i

Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Bengkayang pada
periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.815.000,00 atau
99,76% dari anggaran belanja sebesar Rp34.900.000,00. Rincian
anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 tersaji

sebagai berikut:
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Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31

Desember 2020
(dalam rupiah)
Kode Jenis
. ' Uraian Jenis Belanja Anggaran Realisasi Belanja %
Belanja
51 Belanja Pegawai - - 0.00
52 Belanja Barang 34,900,000.00 34,815,000.00 99.76
53 Belanja Modal - - 0.00
Jumlah Belanja Bruto 34,900,000.00 34,815,000.00 99.76
Pengembalian Belanja - - 0.00
Jumlah Belanja Netto 34,900,000.00 34,815,000.00 99.76

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam

grafik berikut ini:

Grafik
Komposisi Anggaran dan Realisasi
Belanja Periode 31 Desember 2020

40.000.000 [ _

———

30.000.000

20.000.000

10.000.000

| . =
0 L
Belanja PegawaiBelanja Barang Belanja Modal
Anggaran Realisasi

Realisasi belanja periode 31 Desember 2020 mengalami
kenaikan sebesar Rp1.315.000,00 atau sebesar 3,93%
dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2019. Hal ini
disebabkan naiknya nilai pagu anggaran untuk pembayaran perkara
prodeo dan pelaksanaan sidang keliling;

Rincian penyebab penurunan belanja akan dijelaskan dalam
masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2020 dan 31
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Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah

Realisasi Belanja Kenaikan/ (Penurunan)
Kode Jenis , . .
) Uraian Jenis Belanja
Belanja
TA 2020 TA 2019 (Rp) %

51 Belanja Pegawai
52 Belanja Barang 34,815,000.00 33,500,000.00 1,315,000.00 3.93
53 Belanja Modal

Jumlah Belanja Netto 34,815,000.00 33,500,000.00 1,315,000.00 3.93

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp0,00. Tidak ada anggaran untuk belanja pegawai pada DIPA

Pengadilan Agama Bengkayang pada tahun 2020.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja

Kenaikan/(Penurunan)

TA 2020

TA2019

(Re)

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Tunj. Suami/lstri PNS

Belanja Tunj. Anak PNS

Belanja Tunj. Struktural PNS

Belanja Tunj. Fungsional PNS

Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Beras PNS

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

Tunjangan Kemahalan Hakim

Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Bruto

Pengembalian

Realisasi Belanja Netto
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B.3 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp34.815.000,00
dan Rp33.500.000,00.

sebesar

Realisasi Belanja Barang mengalami
Rp1.315.000,00 sebesar 3,93%
periode 31 2019. Hal ini

disebabkan nilai pagu anggaran untuk pembayaran perkara prodeo

penurunan atau

dibandingkan realisasi Desember
dan pelaksanaan sidang keliling lebih besar daripada anggaran
tahun 2019.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)
Realisasi Belanja Kenaikan/(Penurunan]
Uraian Jenis Belanja

TA2020 TA2019 (Rp) %
Belanja Barang Operasionl
Belanja Barang Non Operasional 4,815,000.00 3,500,000.00 1,315,000.00
Belanja Barang Persediaan
Belanja Jasa
Belanja Pemeliharaan
Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000.00 30,000,000.00
Realisasi Belanja Bruto 34,815,000,00 33,500,000,00 1,315,000,00
Pengembalian
Realisasi Belanja Netto 34,815,000.00 33,500,000.00 1,315,000.00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp00,00. Tidak ada anggaran untuk belanja modal pada DIPA
Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2020

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019
(dalam rupiah)

Realisas Belanja Kenaikan/(Penurunan)

Uraian Jenis Belanja
TAN TA2019 (Ro) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Lainnya

RealisasiBelanja Bruto

Pengembalian

RealisasiBelanja Netto

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Tidak ada anggaran untuk belanja
modal Peralatan dan Mesin pada DIPA Pengadilan Agama
Bengkayang tahun 2020
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA
2020 dan TA 2019
(dalam rupiah)

Realisasi Belanja Kenaikan/(Penurunan)

Uraian Jenis Belanja
TA20 TAN19 (Rp) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor
Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Bruto

|Pengemba|ian

|Rea|isasi Belanja Netto
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B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada anggaran untuk belanja
modal Gedung dan Bangunan pada DIPA Pengadilan Agama
Bengkayang tahun 2020
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan
dalam tabel berikut ini:
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah
Realisasi Belanja Kenaikan/ (Penurunan)

Uraian Jenis Belanja
TA 2020 TA2019 (Rp) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Bruto

Pengembalian

Realisasi Belanja Netto

B.4.3 Belanja Modal Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp0,00. Tidak ada anggaran untuk belanja modal Jaringan pada
DIPA Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2020
Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2020 dan
TA 2019
(dalam rupiah)

Realisasi Belanja Kenaikan/(Penurunan)

Uraian Jenis Belanja
TA 2020 TA2019 (Rp) %

Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Bruto

|Pengembalian

|Rea|isasi Belanja Netto
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B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan
Rp0,00. Tidak ada anggaran untuk belanja modal lainnya pada
DIPA Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2020

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut
ini:
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA

2019

(dalam rupiah
Realisasi Belanja Kenaikan/(Penurunan)

A2 TA20M %) %

Uraian Jenis Belanja

Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Bruto

|Pengemba|ian

|Rea|isasi Belanja Netto
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Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

Belanja Dibayar
Dimuka
(Prepaid)
Rp0,00
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai,
dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran
yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan
atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember

2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

Kas di Bendahara
1 0 0
Pengeluaran
Jumlah 0 0

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan
Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus
diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari
telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran
Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima
seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31

Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

No Jenis 31 Desember 2020 31 Desember 2019

JUMLAH - -
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Piutang Bukan
Pajak Rp0,00

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih—
Piutang Bukan
Pajak Rp0,00

Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan Ganti
Rugi

Rp0,00
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C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas

uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum

diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun
Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019
(dalam rupiah)

No Jenis 31 Desember 2020 31 Desember 2019

JUMLAH

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Piutang  Bukan  Pajak  merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh
kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang
Bukan Pajak Per 31 Desember 2020

(dalam rupiah)
No. Jumlah Debitur Kualitas Nilai Bagian Lancar | Penyisihan | Nilai Penyisihan

Nihil

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Agama Bengkayang berasal dari
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per
tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing
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Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih —
Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan Ganti
Rugi (TGR)
Rp0,00

Persediaan
Rp3.220.130,00
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sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan

Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang

akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak

tanggal pelaporan.

Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019

JUMLAH

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR)yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

No.

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian

Lancar TagihanTuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2020

Jumlah Debitur | Kualitas

Nilai Bagian Lancar | Penyisihan Nilai

(dalam rupiah

Penyisihan

NIHIL

C.7

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
masing-masing adalah sebesar Rp3.220.130,00 dan Rp3.742.234,00,
terjadi penurunan sebesar Rp522.104,00 atau 16,21%.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang
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Persediaan
yang belum
diregister
Rp0,00

Tanah Rp0,00
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atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut:
Tabel 18. RincianPersediaan
(dalam rupiah)

No Uraian 31 Desember 2020 Mutasi 31 Desember 2019

1 |Barang Konsumsi 3,220,130.00 (522,104.00) 3,742,234.00

2 |Bahan Untuk Pemeliharaan

3 |Persediaan lainnya

Jumlah 3,220,130.00 (522,104.00) 3,742,234.00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik
Persediaan tanggal 31 Desember 2020. Jumlah persediaan yang
rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp0,00 dan tidak
disajikan dalam neraca pada persediaan.

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan
Rp0,00.

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama
Bengkayang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
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(dalam rupiah)
Saldo per 31 Desember 2019 0.00
Mutasi tambah: 0.00
Mutasi kurang: 0.00
Jumlah Mutasi 0.00
Saldo per 31 Desember 2020 0.00
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Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2020

TANAH MILIK SENDIRI LUAS
JENIS BMN NUP NO DAN TANGGAL KEPEMILIKAN ATAS TANAH NILAI PEROLEHAN
ALAMAT LOKASI TANAH
SERTIFIKAT NAMA (m2)
NIHIL
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Peralatan
dan Mesin
Rp0,00

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0,00
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C.10 Peralatan dan Mesin
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019

Transfer Masuk

Jumlah Mutasi Tambah

Transfer Keluar

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

C.11 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019

Jumlah Mutasi Tambah

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, lIrigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
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(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019

Jumlah Mutasi Tambah

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

C.13 Aset Tetap Lainnya
As§t Tetap Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
;;'g';yo“ 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada perubahan saldo dibandingkan
dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020.
Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019

Pembelian

Jumlah Mutasi Tambah

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

Konstruksi C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dalam
Pengerjaan

Rp0,00 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Mutasi

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31

Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal

pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:
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Perolehan KDP

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan

Zi’;’i";i‘:é;” 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah
dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020
disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)
No Uraian Nilai Perolehan P::;‘L“s‘l‘::::‘ Nilai Buku
1 |Peralatan dan Mesin - - -
Gedung dan
2 .
Bangunan
Jalan,lrigasi, dan
3 [2¢ .
Jaringan
4 |Aset Tetap Lainnya - - -
Jumlah - = o
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR
Piutang Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan 31
Tagih
royrer  Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.
Rp0,00 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan
kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada
pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang
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Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih -
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

Aset Tak
Berwujud
Rp0,00

Aset Lain-
Lain Rp0,00
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diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR
Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

C.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan
dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup
Pengadilan Agama Bengkayang berupa soffware yang digunakan untuk
menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019

Jumlah Mutasi Tambah

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

C.19 Aset Lain—-Lain
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Tidak ada mutasi aset lain-lain pada Pengadilan Agama Bengkayang
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Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,00

pada tahun 2020.
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Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada

dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional

lingkup Pengadilan Agama Bengkayang serta dalam proses penghapusan
dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola

Jumlah Mutasi Kurang

Jumlah Mutasi

Saldo per 31 Desember 2020

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan

31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2020

disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No

Uraian

Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Jumlah

CALK, | Penjelasan Pos Neraca

33



Utang
Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp0,00

Uang muka
dari KPPN
Rp0,00
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C.21 Utang kepada Pihak Ketiga
Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang
kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan
merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga
lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No Uraian Jumlah (Rp) Penjelasan

Jumlah

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka
merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun
barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari
pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu

tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No Uraian Jumlah

NIHIL

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau
Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja
yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada

tanggal pelaporan.
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Rp3.220.130,
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C.24 Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp3.220.130,00 dan Rp3.742.234,00. Ekuitas adalah
kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan
Ekuitas.
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Pendapatan
PNBP
Rp15.834.500,0
0

Beban Pegawai
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D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp15.834.500,00 dan Rp15.194.200,00. Pendapatan
tersebut terdiri dari:

Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019

(dalam Rupiah
Kenaikan (Penurunan)
Uraian TA 2020 TA 2019
Rp %
Pendapatan Uang
Meja (Leges) dan 710,000.00 1,465,000.00 (755,000.00) (51.54)
Upah pada
Pendapatan
5,370,000.00 4,070,000.00 1,300,000.00 31.94
Ongkos Perkara
Pendapatan
Kejaksaan dan 9,328,500.00 9,659,200.00 (330,700.00) (3.42)
Peradilan Lainnya
Pendapatan Jasa
Lembaga 426,000.00 426,000.00
Keuangan (Jasa
15,834,500.00 15,194,200.00 640,300.00 4.21

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang
maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum
berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di
bawah:
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Beban
Persediaan
Rp639.553,00
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Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020

dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian TA 2020 TA 2019 Naik (Turun) %
1 |Beban Gaji Pokok PNS 0.00 0.00
2 |Beban Pembulatan Gaji PNS 0.00 0.00
3 |Behan Tunj. Suami/lstri PNS 0.00 0.00
4 Beban Tunj. Anak PNS 0.00 0.00
5 [Beban Tun;. Struktural PNS 0.00 0.00
6 [Beban Tunj. Fungsional PNS 0.00 0.00
7 |Beban Tunj. PPh PNS 0.00 0.00
8 [Beban Tunj. Beras PNS 0.00 0.00
9 [Beban Uang Makan PNS 0.00 0.00
10 |Beban Tunjangan Umum PNS 0.00 0.00
11 |Beban Uang Lembur 0.00 0.00
12 |Beban Tunjangan Kemahalan 0.00 0.00
Hakim
Total 0.00 0.00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp639.553,00 dan

Rp1.332.737,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No Uraian TA 2020 TA2019 Naik (Turun)
%

1 |Behan Persediaan Konsumsi 639,553.00 1,332737.00 (52.01)

2 |Beban Persediaan Lainnya 0.00 0.00 -

Total 639,553.00,  1,332,737.00 (52.01)
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Beban Barang
dan Jasa
Rp4.815.000,00

Beban
Pemeliharaan
Rp0,00

Beban
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D.4 Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.815.000,00 dan
Rp3.500.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan
jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban
yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak
menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun
2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019
(dalam Rupiah
No Uraian TA 2020 TA 2019 Naik (Turun) %
1 Beban Barang 4,815,000.00 3,500,000.00 37.57
Non Operasional
Lainnya
Total 4,815,000.00 3,500,000.00 37.57

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban
yang
mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke

Pemeliharaan  merupakan  beban dimaksudkan  untuk

dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020
dan 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019
(dalam Rupiah)
No Uraian TA 2020 TA 2019 Naik
(Turun) %
1 |Beban Pemeliharaan Gedung dan 0.00 0.00
Bangunan
2 |Beban Pemeliharaan Gedung dan 0.00 0.00
Bangunan Lainnya
3 |Beban Pemeliharaan Peralatan dan 0.00 0.00
Mesin
4 |Beban Pemeliharaan Peralatan dan 0.00 0.00
Mesin Lainnya
5 |Beban Persediaan Bahan untuk 0.00 0.00
Pemeliharaan
Total 0.00 0.00
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Perjalanan
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Rp30.000.000,0
0

Beban
Penyusutan dan
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D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 dan
Rp30.000.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi
untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan
jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2020 dan 2019
adalah sebagai berikut:
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31

Desember 2019
(dalam Rupiah)
No Uraian TA 2020 TA 2019 Naik
(Turun) %
1 |Beban Perjalanan Biasa 30,000,000.00 30,000,000.00
5 Beban Perjalanan Dinas 0.00 0.00
dalam Kota
Total 30,000,000.00 30,000,000.00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember
2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00
dan RpO0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk
mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat
alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian
Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah

sebagai berikut:
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Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00
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Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
Naik
No Uraian TA 2020 TA 2019
(Turun) %
1 |Beban Penyusutan Peralatan dan 0.00 0.00
Mesin
2 |Beban Penyusutan Gedung dan 0.00 0.00
Bangunan
3 |Beban Penyusutan Jaringan 0.00 0.00
Jumlah Penyusutan 0.00 0.00 -
Beban Amortisasi Software 0.00 0.00
Beban Amortisasi Lisensi 0.00 0.00
Jumlah Amortisasi 0.00 0.00 -
1 |Beban Penyusutan Aset Lain-Lain 0.00 0.00
Total 0.00 0.00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)
No Uraian TA 2020 TA 2019 Naik (Turun)
%
1 |Beban Penyisihan Piutang - - -
PNBP
2 |Beban Penyisihan Piutang - - -
Lainnya
3 |Beban Penyisihan Piutang - - -
tak Tertagih - Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR

4 |Beban Penyisihan Piutang - - -
tak Tertagih - Piutang
Jangka Panjang

Total - - -
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D.9 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan

Non Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi
Operasional

Rp0,00 belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus

tugas pokok dan fungsi entitas.

dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan
31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No Uraian TA 2020 TA2019 Naik (Turun) %

1 | Pendapatan dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
2 | Beban dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya

Total
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp3.742.234,00 dan Rp2.681.371,00.

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp19.620.053,00 dan
Rp19.638.537,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan

kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan
Rp0,00.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020
dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini
merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31
Desember 2019.

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31

CALXK, | Penjelasan Pos LPE 42



Laporan Keuangan Tahunan
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp19.097.949,00 dan
Rp20.699.400,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang
melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar
KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain 34,815,000.00
Diterima dari Entitas Lain (15,834,500.00)
Transfer Keluar (217,600.00)
Transfer Masuk 335,049.00
Pengesahan Hibah Langsung
Jumlah 19,097,949.00

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain
(DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan
transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang
melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020,
DDEL sebesar Rp15.834.500,00 sedangkan DKEL sebesar
Rp34.815.000,00.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu
entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan
BA-BUN.
Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp217.600,00.

E.6.3 Transfer Masuk
Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban ke satu

entitas dari entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL
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dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp335.049,00.

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
adalah masing-masing sebesar Rp3.220.130,00 dan Rp3.742.234,00.
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PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1.

F.2.

F.3.

Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara per 31
Desember 2020 pada Pengadilan Agama Bengkayang yang mempengaruhi
penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl
Tidak ada temuan dari BPK RI selama tahun anggaran 2020.
Pengungkapan Lain-Lain
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bengkayang untuk periode
yang Dberakhir 31 Desember 2020 menyajikan pengungkapan-
pengungkapan yang meliputi:
1.  Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional
Pengadilan Agama Bengkayang adalah:
1) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singkawang A/C 0089-01-000039-
30-6 a.n. BPg 093 Pengadilan Agama Bengkayang telah mendapat
persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN
Singkawang nomor S-0218/WPB.16/KP.093/2015 tanggal 27
Maret 2015, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp0,00.
2) PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Singkawang A/C 0089-01-000468-
30-1 a.n. BPg 093 Pengadilan Agama Bengkayang, telah
mendapat persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala KPPN
Singkawang nomor S-0218/WPB.16/KP.093/2015 tanggal 27
Maret 2015, yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG
dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar
Rp0,00.
3) PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Singkawang A/C 0383245682 a.n.
RPL 093 PA Bengkayang utk Biaya Perkara, telah mendapat
persetujuan izin pembukaan rekening dari Kepala Kanwil DJPBN
Pontianak nomor S-4312/MK.5/2015 tanggal 25 Mei 2015 dengan
saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp795.000,00.
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Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan
sebagai berikut:
1. Biaya Perkara yaitu biaya yang dipungut dari pihak berperkara yang

diperlukan untuk jalannya proses perkara sejak perkara didaftar
hingga perkara tersebut putus sebesar Rp1.398.000,00.

2. Biaya Konsinyasi yaitu biaya yang dipungut dari pihak ketiga sebagai
jasa penitipan uang atau barang kepada Pengadilan sebesar Rp0,00.

3. Biaya eksekusi yaitu biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
eksekusi sebesar Rp0,00.

4. Biaya lain-lain yaitu biaya yang dipungut dari pihak ketiga diluar dari
biaya perkara, biaya konsinyasi dan biaya eksekusi meliputi biaya
uang meja (leges), ongkos perkara dan biaya kejaksaan dan

peradilan lainnya sebesar Rp0,00.

Sedangkan Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan
operasional Pengadilan Agama Bengkayang dan telah ditutup tidak
ada.

2. Reuvisi DIPA

Tidak ada revisi DIPA pada tahun 2020.

DIPA pada Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2020
bernomor: DIPA-005.04-2.632040/2020 tanggal 12 November 2019
berjumlah sebesar Rp34.900.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan
ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

005.04.08
1053.003 521219 4,900,000
1053.004 524111 30,000,000

Total 34,900,000
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Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal aplikasi SAIBA 2020.
Tidak ada penyajian Jurnal Akrual pada tahun anggaran yang lalu

sehingga tidak ada jurnal balik pada tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang
Nomor: W14-A8/82/KP.04.6/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang
Penunjukan tentang Tim Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020,

telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran : Abdul Ghoni, S.Ag., S.H.I.
Pejabat Pembuat Komitmen : Yudi Septiandy, S.T.
Pejabat Penandatangan SPM : Purmaningsih, S.H.I.
Bendahara Pengeluaran : Dodi Somawijaya, A.Md
Staf Pengelola : Juanti, S.E.

Staf Pengelola : Wahyu Indradinata

Pada bulan Agustus 2020 terjadi perubahan Tim Pengelola
Keuangan sehingga terbit Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: W14-A8/787A/KP.04.6/VI11/2020
tanggal 3 Agustus 2020 tentang Tim Pengelola Keuangan Tahun
Anggaran 2020, telah menunjuk:

Kuasa Pengguna Anggaran : Hendra Tirtana, S.H.I., M.A.
Pejabat Pembuat Komitmen  : Yudhi Septiandy, S.T.
Pejabat Penandatangan SPM : Purmaningsih, S.H.I.

Bendahara Pengeluaran : Dodi Somawijaya, A.Md
Staf Pengelola : Juanti, S.E.
Staf Pengelola : Wahyu Indradinata
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LAMPIRAN A.1
TABEL PENYUSUTAN TA. 2020
BEBAN AK. TOT. AK. NILAI BUKU PER
KODE URAIAN I\M,I K:..lr»:l;lT NILAI QKD I;IéI:IYOUDSéJ;rl\‘:N PENYUSUTAN PENYUSUTAN PENYUSUTAN PER 31 Desember
) PERIODE INI PERIODE INI 31 Desember 2020 2020
TIDAK ADA PENYUSUTAN
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LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN 2020

TIDAK ADA KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
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LAMPIRAN A.2
HIBAH

PER 31 Desember 2020

No

Nama
Pemberi

Bentuk
Hibah

Sumber
Dana

Nilai Hibah

Sudah Disahkan

Belum Disahkan

Nilai

Keterangan

TIDAKADA HIBAH
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